








Berdasarkan kajian melalui studi pustaka, dalam upaya menjawab 
rumusan masalah penulisan hukum ini, penulis memperoleh hasil penelitian 
sebagaimana pemaparan berikut. 
Bertolak dari penjabaran dalam Bab II, maka UU No. 20 Tahun 2008 
Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah belum mencerminkan keadilan 
sosial bagi pelaku usaha. UU a quo disimpulkan belum mencerminkan 
keadilan sosial karena tidak terpenuhinya satu dari tiga tolak ukur suatu 
tindakan pemerintah (baca: kebijakan) tersebut dinyatakan adil.  
Adapun ketidak adilan tersebut tercermin dalam pengaturan Pasal 39 
UU a quo terkait pengenaan sanksi administrasi yang ditujukan hanya pada 
Usaha Menengah dan Besar saja. Tidak diaturnya pengenaan sanksi 
administrasi terhadap Usaha Kecil dan Menengah justru mengakibatkan 
ketidakadilan dalam penegakan hukum. Pengenaan sanksi pidana kepada 
Usaha Kecil dan Menengah tanpa pengenaan sanksi administrasi yang dalam 
hal ini berperan sebagai peringatan adalah hal yang tidak wajar. Mengingat 
bahwa pengenaan sanksi pidana langsung mengacu pada hak azasi 
manusianya, dapat disimpulkan bahwa tidak dikenakannya sanksi 





Pembedaan pemberian aksesibilitas berdasarkan kondisi sosial dalam 
kebijakan UU a quo telah mencerminkan social equity/ keadilan sosial (baca : 
keadilan berdasarkan kondisi/kebutuhan sosial, ekonomi dan tinjauan 
efisiensi) bagi pelaku usaha. Namun, Mengingat bahwa hukum adalah suatu 
kesatuan materi, ketidakcermatan legislatur dari segi punitive dalam 
merancang UU a quo, berdampak pada tidak tercerminnya unsur keadilan 
sosial bagi pelaku usaha secara menyeluruh. Ketidakcermatan tersebut dapat 
berdampak pada potensi timbulnya persaingan tidak sehat dan kerugian 
penerimaan pajak negara. 
 
B. Saran 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam 
melakukan revisi terhadap pasal terkait dalam UU a quo. Revisi tersebut 
diharapkan dapat mengubah ketentuan pengenaan sanksi administratif yang 
semula hanya ditujukan bagi Usaha Menengah dan Besar, menjadi 
diberlakukan bagi pelaku usaha secara menyeluruh. Hal tersebut ditujukan 
untuk mencerminkan penerapan keadilan sosial yang merata (social equity). 
Selain daripada itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi 
masukan bagi pembuat kebijakan maupun seluruh pihak yang terlibat dalam 
pembuatan kebijakan publik di masa yang akan datang. Melalui hasil 
penelitian ini, legislatur diharapkan  dapat memperhatikan akumulasi efek 
dan dampak dari pemberlakuan regulasi baru yang tidak hanya sekedar 





pada „saat dirancangnya‟ hukum tersebut. Hukum yang baik adalah hukum 
yang tidak hanya menyelesaikan masalah „saat tertentu‟ saja, melainkan juga 
menyelesaikan masalah yang mungkin akan muncul di kemudian hari (baca : 
fungsi preventif).   
Pertimbangan dalam pembuatan regulasi diharapkan juga untuk 
mengikutsertakan perhatian terhadap dinamika perubahan terhadap hal yang 
akan diatur dalam penerbitan/pemberlakuan hukum baru. Hal ini dikarenakan, 
pada hakekatnya, norma hukum Indonesia bersifat pluralistik dengan 
kepentingan umum sebagai tujuan utamanya. Artinya,  pengaturan kebijakan 
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Lampiran 1.  Penjelasan Penghitungan Marginal Profit 
     
    Berikut adalah penghitungan marjinal profit yang diperoleh oleh UMKM pada tahun 2011 
dan 2012. 
Gambar 1 Perkembangan Data Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 
 
 
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM,2014  
 
 
Berdasarkan perkembangan UMKM diatas diambil data untuk tahun 2012 sebagai 
contoh dan simulasi dasar perhitungan jumlah omset rata-rata UMKM pertahun.  
 
Tabel 1.1 Perhitungan Jumlah Omset Rata-Rata UMKM Pertahun 
 2012 
Mikro Kecil Menengah 
PDB (Rp Miliar)  2.951.120,60 798.122,20 1.120.325,30 
Unit Usaha (Unit)  55.856.176 629.418 48.997 
Rata-rata omset 
(Rp Miliar)  
0,052834276 1,268032055 22,86518154 





Lampiran 2. Penjelasan Perkembangan Jumlah UMKM dari Tahun 2015 
 
     Berikut adalah data perkembangan jumlah UMKM sejak Tahun 2010 sampai dengan 
Tahun 2015 yang disajikan oleh Kementrian Koperasi dan UKM 
Gambar 2. Perkembangan Jumlah UMKM Tahun 2010 s.d. Tahun 2015 
 
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2017 
